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KATA SAMBUTAN

Cara yang dipakai oleh para penulis untuk mengajarkan HUKUM PIDANA
INDONESIA ini adalah sangat baik. g

Bahan pelajaran utama dalam mempelajari Hukum Pidana Indonesia, memang
adalah teks dari KUHP kita sendiri. Pedoman dalam penerapan pasal-pasal undang-
uyridang itu kita dapatkan dari putusan-putusan badan-badan pengadilan yang
tertinggi, yvang sudah menjadi ’’yurisprudensi”® mengenai berbagai masalah. Di
gmping itu semua para mahasiswa perlu mengetahui pendapat-pendapat para
gurubesar terkemuka, karena itu sering kali memberikan inspirasi kepada para
nakim dalam memberikan putusan-putusan mereka.

Saya sambut dengan gembira diterbitkannya buku ini yang memperkayva
kepustakaan hukum kita dan sangat membantu para mahasiswa dalam mempelajari
Hukum Pidana kita.

Bandung Oktobexr 1979,

Dekan Fakultas Hgk‘gm\
SITAS KATOLIK' PARAHYANGAN
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KATA PENGANTAR

Kitab ini telah disusun oleh para penyusun demikian rupa, sehingga dapat
dipergunakan baik sebagai Kitab Undang-undang, sebagai Kitab Pedoman maupun
sebagai Kitab Pelajaran dengan pengharapan dapat berguna bagi siapa saja yang
menaruh minat pada Hukum Pidana, yang agaknya kurang menarik bagi kebanyak-
an orang, karena mungkin pemilikan dari ilmu pengetahuan ini dianggap sebagai
tidak menguntungkan untuk menghasilkan uang dibandingkan dengan lain-lain ilmu
pengetahuan pada umumnya dan lain-lain cabang di dalam ilmu pengetahuan
hukum sendiri pada khususnya, akan tetapi merupakan ilmu-pengetahuan yang
paling banyak dicari dan ingin diketahui oleh siapa saja, apabila sedikit saja orang
tersinggung mengenai hak-azasinya ataupun berhadapan dengan sesuatu yang
dirasalian bertentangan dengan rasa-keadilannya.

Kitab ini {elah dilengkapi oleh para penyusun dengan putusan-putusan kasasi
sejak zamannya Hoge Raad hingga Mabkamah Agung kita dewasa ini, yang berhasil
dikumpulkan oleh para penyusun dari beberapa kitab-pelajaran maupun kitab-
undang-undang, vang bhanmpir seluruhnya ditulis di dalam bahasa Belanda, yang
denzan jujur diakui oleh para penyusun sebagai bahasa yang tidak sepenuhnya
dikuasainya, sehingga terhadap kemungkinan terdapatnya kekeliruan di dalam
menterjemalikaniiya, dengan segala kerendahan hati para penyusun memohon maaf
vang sebhesar-hesarnya dengan permohonan agar para penbaca berkenan meimber:-
kan saranssaraxmyva untuk dipakai sebagai bahan-perbaikan dari cetakan-cetakan
herikuinya, apabila apa vang disajikan oleh para penyusun itu dianggap sebagai
Lermanfaat bagi kalangan luas,

Dengan dicantumkannya putusan-pputusan kasasi seperti dimaksudkan di atas,
besar pengharapan para penyusun bahwa keragu-raguan mengenai penafsiran
seswatie perkataan yvang dipergunakan di dalam ¥Kital Undang-Undang Hukum
Pidana, maupun meugenai maksud dari Pembentuk Undang Undang sendiri dapat
diatasi, schingga diharephan akan dapal dihindarkannya segala macam *’juristerij’’
vang tidak perlu dan vang terpenting adalah agar hukum pidana itu di dalam
prakick dapatl diterapkan sebagaimana mestinya, sebagai satu langkah waju di
dalam perjoangan Lkita bersama untuk menegakkan hukum itu sendirj, maupun
untuk imendapatkan rasa keadilan yang sebhenamya.

Atas dasar pemikiran agar kitab ini jangan menjadi suatu kitab yang ’mati”’
dan dapal pula berguns bhagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana di
keroudian bari, kitab ini telah dengan sengaja dilengkapi dengan pendapat-pendapat
dari beberapa oraug gurubesar terkemuka, yang nama-namanya sering disebut-
sebith, bailt di dalam kuliah kuliak, di dalam kitab-kitab pelajaran maapun di
sidang-sidang pengadilan, baik oleb para jaksa, pembela maupun oleh para hakim,
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untuk maksud inipun para penyusun memohon maaf yang sebesar-
apﬂbi i yang disebut-sebut oleh para penyusun di dalam kitab mni sebagian
Wah s& ana-sarjana asing. Hal mana bukan disebabkan karena para pe-
v ,,mmdewa-dewaknn" orang asing ataupun menilai beliau-beliau lebih
v dari sarjana sarjana bangsa kita sendiri, akan tetapi hal mana disebabkan
mata karena kurangnya kitab-kitab tulisan sarjana-sarjana Indonesia yang
eroleh oleh para penvusun,
anjutnya sebagai kitab undang-undang, kitab ini telah disesuaikay dengan
perubah‘m‘ baik itu merupakan penambahan pasal-pasal, perubahan terhadap
.l-pasal .maupun penghapusan terhadap pasal-pasal tertentu, yang didasarkan
turan perundangan yang telah ada hingga saat kitab ini disusun dan
dengan peraturan perundangan sebagai pengganti dari pasal-pasal yang
apuskan. Hal mana dianggap penting oleh para penyvusun, mengingal
kebanyakan kitab-kitab undang-undang hukum pidana yang hingga kini
akan oleh para penegak hukum, hampir semuanya merupakan Kitab
_Undang Hukum Pidana yang ''telah ketinggalan zaman'’, sehingga di dalam
gnagnnya bukan tidak mungkin akan dapat menjadi hambatan di dalam
‘mereka untuk menegakkan hukum dan bukan tidak mungldn pula, bahwa
gnaan kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang "telah ketinggalan zaman’
ut akan mengarah kepada penerapan hukum secara salah pula, vang pada
’y, akan dapat menurunkan wibawa dari para penegak hukum itu sendiri.
oleh karena pulusan-putusan kasasi seperti dimaksudkan di atas itu adalah
4 aan dengan seribu-satu macam kasus yang terjadi sejak tahun 1847, maka
i kasus-kasus fersebul orang-orang dari bermacam-macam golongan di dalam
arakat dan dari bermacam-macam profesi akan dapat mengetahui tentang apa
‘menjadi hak dan kewajibannva menurut hukum pidana dan sedikit menurut
weum perdata, sehingga para penyusun akan merasa bahagia, apabila sumbangsih
: ,;smgat sederhana ini akan dapat bermanfaat bagi kalangan luas. Dengan
setahui putusan-putusan kasasi tersebut, diharapkan agar masing-masing yang
epentingan tidak mengulangi lagi apa vang dianggap salah dan sebaliknva
pah yakin, bahwa apa yvang mereka lakukan itu adalah tidak salah menurut
n pidana.
. Akhir kata para penyusun mengucapkan terima-kasihnya yang tidak terhingga
kepada siapa saja yang {felah memberikan bantuannya kepada para penyusun,
{ngga para penyusun telah berhasil menyajikan kitab ini kepada khalayak ramai,
ﬁsusnya kepada Bapak Profesor R. SOEBEKTI SH yang telah berkenan meneljti
serta memberikan kata-sambutannya, kepada Ibu MELIANA L. TARDIA, pimpinau
pebustakaan UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN BANDUNG yang telal
meminjamkan buku-buku yang diperlukan oleh para penyvusun dan kepada rekati-
kan TH. HALIM TJAHYADI SH dan MARUDIN PASARIBU SH vang telah
bkenan mencliti serta memberikan koreksi-koreksi vang amat berharga.

pcrﬂ

)

BANDUNG, 1 PEBRUARI 1979,

Para penyvusui,

Vil




KATA PENGANTAR PENERBIT

| Kifab ini merupakan suatu hasil karya bersama antara beberapa sarjana lulusan

i | beberapa perguruan tinggi yang berbeda-beda, yang didasarkan pada satu tujuan

’ bersama, yaitu untuk MENGAMALKAN ILMU yang mercka miliki, MENYE-
LAMATKAN SEBANYAK MUNGKIN ORANG karena penerapan hukum secara
keliru, TERLINDUNGINYA HAK-HAK AZASI manusia Indonesia TEGAKNYA
HUKUM dan untuk MENGEMBANGKAN HUKUM itu sendiri.

Drs. P.A.F. LAMINTANG SH adalah lulusan Fakultas Hukum UNIVERSITAS
INDONESIA dan PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN di Jakarta serta
mempunvai pengalaman-pengalaman sebagai Kepala Pendidikan, pengajar pada
beberapa perguruan linggi antara lain pada Perguruan Tinggi OImu Kepolisian dan

| AKABRI Bagian Kepolisian, sebagai Hakim, sebagai Komandan Kepolisian di
i heberapa daerah dan sebagai pengacara.

C. DJISMAN SAMOSIR SH adalah lulusan Fakultas Hukum UNIVERSITAS
KATOLIK PARAHYANGAN di Bandung, yang mempunyai pengalaman-pengalam-
an sebagai pengajar pada beberapa perguruan tinggi dan sekolah lanjutan tingkat
atas antara lain pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan di Bandung
dan sebagai pengacara.

‘ TH. HALIM TJAHY ADI SH adalah lulusan Fakultas Hukum UNIVERSITAS
- KATOLIK PARAHYANGAN di Bandung, yang mempunyai pengalaman-pengalam-
an sebagai pengajar pada beberapa perguruan t(inggi antara lain pada Fakultas
Hukum Universitas Katolik Parahyangan di Bandung dan sebagai pengacara.

MARUDIN PASARIBU SH adalah lulusan Fakultas Hukum UNIVERSITAS
PAJAJARAN di Bandung, yang mempunyai pengalaman-pengalaman sebagai
pengajar pada beberapa perguruan tinggi dan sekolah lanjutan tingkat atas antara
lain pada Fakuitas Hukum Universitas Pasundan di Bandung dan sebagai pengacara,

Profesor R. SUBEKTI SH yang telah berkenan meneliti hasil karya para
sarjiann di atas dan memberikan kata sambutannya adalsh bekas KETUA MAH-
KAMAH AGUNG INDONESIA dan kini sebagai DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN di Bandung.

PENERBIT




DAFTAR ISI

BUKU PERTAMA — KETENTUAN UMUM

BAB I

Ruang lingkup berlakunya yndang-undang pidana
Tiada suatu perbuatan dapat dihukum tanpa kesalahan
menurut undang-undang pidana . ., ... .. .. ...
pPutusan-putusan HOGE RAAD mengenai pelanggaran
pasalifl avat TKUHP ., 3.0 . o s v oms e e s oagelh
Putusan-putusan HOGE RAAD dan MAHKAMAH
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dengan azas teritorial ., . . e o o0 0 e G e e e v
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Pendapat Prof. Mr D. SIMONS teitang tempat ter-
jadinya tindak pidana . . .. ... .... . s TR e &
Pendapat Prof. Mr D. SIMONS ientang berlakunya
undang-undang pidana menurut tenpat . . .. ... .
Berlakunya undang-undang pidara menurut tempat
dengan azas kebangsaan . . . . . . . g AL 1 i
Pegawai negeri yang di luar Indonesia melakukan tin-
dak pidana yang diatur di dalam Buku Kedua Bab
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Putusan-putusan HOGE RAAD dan MAHKAMAH
I AGUNG INDONESIA tentang kejahatan yang di-
It lakukan oleh pegawainegeri . . .. .. ... ... ...
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% BAB II
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»“ Hukuman-hukuman . . .. .. ... ...t oon ..

Putusan-putusan kasasi MAHKAMAH AGUNG INDO-
NESIA tentang hukuman-hukuman yang dapat di-
jatuhkan oleh Hakim . ., .. ... ........ ¢ %

Pelaksanaan hukuman mati . .. .. .......... i
Pelaksanaan hukuman mati menurut ordonansi 21
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Permohonan grasi dari orang yang dijatuhi hukuman
mati menurut Undang-Undang No. 3 tahun 1950

Tentang hukuman penjara . ... ..., .. ... ....

Tentang hukuman percobaan . . ... ... .. .. ...

Putusan-putusan HOGE RAAD dan MAHKAMAH
AGUNG INDONESIA tentang hukuman percoba-
o SR PP S R b L S LRSI P P

Di samping syarat umum, Hakim dapat menentukan
syarat khusus pada waktu menjatuhkan hukuman
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Putusan-putusan HOGE RAAD dan MAHKAMAH
AGUNG INDONESIA tentang syarat-syarat khu-
SUS : s ffa s s 08 S a i v @ % § W F ® A W E vy e E

{ Pembebasan dengan syarat terhadap pelaksanaan hu-

i) KOiman Denara, , e o oo » o e w0 o T L L L LM

el Tentang hukuman kurungan . . . ... .. .. .. ...

Tentang hukuman denda % ¥ v & M v o s ol s whs

Tentang jangka waktu antara permintaan grasi dan
adanya keputusan dari Presiden ., . .. ... ... ...

Tentang permohonan grasi seperti yang diatur di dalam
Undang-Undang No. 3 tahun 1950 . .. ... .. ...

Hak-hak tertentu yang dapat dicabut oleh Hakim
dengan satu PUtUSAN . . . . . . . . . oe e b b e e 4 e os s

Tentang benda-benda kepunyaan terhukum yang dapat
disita. %800 0" g o T Jells L BT, = ST

Putusan-putusan HOGF RAAD tentang pengertian
benda kepunyaan terhukum . ., . ... .. .. .....

Putusan-putusan HOGE RAAD : hanya dapat disita
jika kejahatan itu dilakukan dengan sengaja . . . .. .

Tentang pengumunan putusan Hakim

BAB III
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Kari hukuman . . 5 . ¢ v v o v 2 0 v o0 o o s 0 o v o o v.s
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TR o o 5 v s = m i Gie o & e o e o s w2l e 5] o 8

Pendapat Prof. Mr D. SIMONS tentang kebebasan yang
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Pendapat Prof Mr G.A. van HAMEL tentang toereke-
ningsvatbaarheid sebagai pengertian hukum . ... ..
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BAB 1

RUANG LINGKUP BERLAKUNYA KETENTUAN PIDANA

MENURUT UNDANG-UNDANG

Pasal 1

(1)

(2)

A.

B

Tiada suatu perxbuatan dapat dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan
pidana menurut undang-undang yang telah diadakan lebih dulu.

Jdika terjadi perubahan di dalam perundang-undangan setelah perbuatan
itu dilakukan, maka dikenakanlah terhadap si tersangka ketentuan yang
paling menguntungkan baginya.

PENAFSIRAN HUKXUM ITU HARUSLAH BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG

penafsiran terhadap ketentuan yang telah dinyatakan dengan tegas tidaklah .
boleh menyimpang dari maksud pembentuk undang undang
HR 12 Nop. 1900, W. 7525; 21 Jan. 1929 N.J 1929 709. W. 11963.

suatu pengertian atau perkataan di dalam undang undeng itu kadang-kadang
dengan perkembangan zaman, berubah artinya atau maksud yang sebenarnya,
sehingga terdapat perbuatan-perbuatan yvang semula tidak termasuk ke dalam
suatu pengertian, kemudian masuk ke dalamnya. Karenanya Hakim dapat
memutuskannya dengan memperhatikan kesadaran yang hidup di dalam ma-
syarakat mengenai pantas atau tidaknya sesuatu perbuatan itu dipandang
sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.
H R. 21 Juni 1943, 1943 No. 559,

PERUBAHAN DI DALAM PERUNDANG UNDANGAN

Yperubahan di dalam perundang undangan” itu tidak saja berarti pexrubahan
di dalam rumusan hukum pidana, melainkan juga perubahan mengenai usia,
yaitu misalnya dengan diajukannya usia untuk disebut dewasa.

HR, 3 Des. 1906, W. 8468.

hanyalah dapat dikatakan terdapat perubahan di dalam perundang-undangan,
jika hukum pidana itu sendiri dirubah mengenai norma atau ancaman hukum-
annya. Perubahan ini haruslah mempunyai arti sebagai perubahan pengertian
dari pembentuk undang-undang mengenai dapat dihukumnya sesuatu per-
buatan, Tidak dapat dikatakan terdapat perubahan di dalam perundang-
undangan jika karena keadaan yang khusus atau untuk suatu jangka waktu
tertentu, sesuatu ketentuan undang-undang untuk sementara tidak diber-
lakukan guna melaksanakan suatu ketentuan menurut undang undang, yaitu
misalnya setelah perbuatan itu dilakukan

a. ketentuan mengenai harus dibubuhinya kertas rokok dengan meterai
telah dicabut, sedang ketentuan mengenai dapat dinyatakannya ber-
salah masih berlaku,

H.R., 11 Sept. 1939, 1939 No. 843.



b. harga tertinggi sesuatu barang telah dinaikkan atau dinyatakan tidak
berlaka,
H R, 28 Okt. 1947, 948 No. §4; 25 Mei 1948, 1949 No. 556
dan 6 Des. 1949, 1950 No. 601.

Penunjukun barang-barvang tertentu sebagai barang barang yang dilarang
uniuk dieksport telah dicabut keamibali,
HE, 6 April 1915, N.J. 1915, 427, W. 97664.

&

ketentuan pasal 1 avat 2 berlaku juga dalam perkara yang sedang dalain
tinigkat banding. Dicabutnys Undang-Undang Pengendalian Harga tahun
19248 dengan diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
No., % tabum 1962 bukanlah iaerupakan perubahan perundang-undangan,
kayens Dringiy babwa harga-harga dan jasa dari barang barang itu harus di-
awasi inzsih tetap dipertahankan:.

M.A, 25 Mei 1970 No. 27 K/kr/1963.

venggantian Undang-Undang Deviezen tahun 1940 dengan Undang-Undang
tabiun 1964 No. 32 udak imerapakan permbahan perundang undangan dalam
arti pasal 1 ayat 2 KUHP,

M.A. | Maret 1969 No. 136 K/Kr/1966.

fcarena Undang-Undang No, 1'7/1964 (tentang cheque kosong) telah dicabut
dengan Undang-Undang No. 12/1971 dan terbhadap terdakwa-terdakwa diper-
lakukan pasal 1 ayat 2 KUY, terdakwa texdakwa dilepaskan dari segala
turitutan bhukum,

M.A. 37 Mei 1972 No. 72 K/Ky/1970.

pexubahan nilai Bp. 26, tevinaksud dalam pasal 364, 373, 379 dan 4G7
KWUHP menjadi Bp. 250~ berdasarksn PPPU No. 16/1960 mexupakan suatu
perubahan dalam undang-undaog dalam arti pasal 1 ayat 2 KUHP,

M.A, 18 Pebyr. 1862 No. 93 K/Kr/1961.

padn walitn perkars fevdakwa diadili olehh Pengadilan Tinggi Ekonomi
di Sex .5 vg-Uindang Beras 1948 telah dicabut dengan Perpu No.
871962, perbusten werdekwa vang dilakvksonva dalam tahun 1960--1961
berdasarkan pasal 1 avat ¢ KUHP tidak lagi merupakan kejahatan atau pe-
Ianggoran,
WA, 7 April 1963 No. 837 K/Kr/1963.

raxena

eberntan yang diagjuksn penuntut lkesasi, bahwa Pengadilan 'Tinggi telah
salab menerapkasa hukum dengan mempergonakan Undang-Undang No., 24/
PRP/1960, sedsng undasng-undang eyvsebut telah dicabut sejak ipnggal 29
Maxzt 1971 « kunya Undang-Uadsng No, 371971 tentang pem-
beraniasan tindale pidana ke s, : dapat ditexiima, karceaas dalam pasal
36 Undang-Undang Na. 3/ ’ ndean, wahwa yanug harus diperlakukan
ang-ondang vang cerlake pada saat thadale pidana dilakukar; ge-
hal inil faudak pidann dilzicokan sebelhum berlalanya Undang-
v Wao, S/1571.

MA. 165 Nop, 1974 No, 54 X/Er/15373.
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walaupun keadaan bahaya sudah dicabut dan dengan demikian semua pex-
aturan-peraturan yang dikeluarkan berdasarkan Undang Undang Keadaan
Bahaya juga turut dihapus, namun karéna masih ada peraturan-peraturan
lain yang memuat larangan mengenai perhimpunan perhimpunan tertentu,
”grond idee’’ daripada Undang-Undang Keadaan Bahaya tidaklah berubah,
maka tidaklah dapat dikatakan, bahwa dalam hal ini telah ada perubahan
perundang-undangan,
M.A. 7 Jan. 1964 No. 143 K/Kr/1963.

keberatan dalam memori kasasi : ’bahwa dengan dicabutnya Peraturan Faktur
mengenai barang-barang. dalam perkara ini, yakni ban-ban oto, oleh surat
keputusan Menteri Perdagangan tanggal 12 Juni 1953 No. 499/M /1963 harus-
lah diperlakukan pasal 1 ayat 2 KUHP tidak dapat dibenarkan, karena per-
aturan faktur masih berlaku bagi 13 jenis barang, jadi perlunya faktur masih
diakui sehingga tidak terdapat perubahan perundang-undangan menurut
pasal 1 ayat 2 KUHP.
M.A. 24 Nop. 1964 No. 144 K/Kr/1963.

keberatan yang diajukan dalam memori kasasi ‘bahwa Rarena dengan ber-
lakunya Perpu No. 8/1962, Rijstordonnantie 1948 tidak berlaku lagi penun-
tut kasasi seharusnya dilepaskan dari tahanan”, tidak dapat dibenarkan,
karena dalam hal ini tidaklah terjadi perubahan perundang-undangan dalam
arti pasal 1 ayat 2 KUHP.

M.A. 19 Sept. 1964 No. K/Kr/1964.

dengan dikeluarkannya PP No. 20/1963 norma-norma yang terkandung

dalam prijsbeheersingordonnantie 1948 tidaklah berubah sehingga tidaklah

terjadi perubahan perundang-undangan dalam arti pasal 1 ayat 2 KUHP,
M.A. 1 Sept. 1964 No. 114 K/Kr/1963.

KETENTUAN YANG PALING MENGUNTUNGKAN TERSANGKA

hal dapat dihukumnya sesuatu perbuatan itu tergantung pada ketentuan
undang-undang ketika perbuatan tersebut dilckukan, apakah perbuatan
tersebut merupakan yang dapat dihukum atau tidak. Pasal 1 ayat 2 KUHP
memberikan pengecualian di dalam hal terjadi perubahan perundang-un-
dangan setelah sesuatu perbuatan itu dilakukan,

H.R. 3 April 1916, N.J. 1916, 478; 2/ Okt 1940, 1941 No. 192,

untuk menjawab pertanyaan ketentuan mana yang dianggap paling mengun-

tungkan bagi tersangka, tidaklah diperkenan] an untuk dicari secara umum,

melainkan harus semata-mata pada peristiwa 7ang sedang dihadapi tersangka.
H.R. 1 Mgret 1926, N.J. 1926, 301, W. 11499.

pasal 1 ayat 2 KUHP tidak berlaku terhadap undang-undang yang mengatur
masalah peradilan dan kewenangan dari Hakim. Apakah terhadap suatu
putusan Hakim itu, orang dapat minta pemeriksaan pada tingkat banding,
ditentukan oleh perbuatan seseorang apakah menurut ketentuan undang-
undang yang lama, perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dapat
dihukum atau tidak.

H.R. 24 Des. 1894, W. 6608.

ketentuan ini hanyalah menyangkut peradilan mengenai perbuatan yang
telah dilakukan. Jangka waktu untuk mempergunaksan upaya hukum, diten-
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tuksn oleh Ketentuan-keteninan yeng berlaku ketike wpaya huloun tersebug
dipergunakan,
H.R. ¥4 Mei 1923, N.J. (1923, 978, W, 11085,

—  ketentusn pasal 1 ayai 2 KUHP itu berlaku jika sesuatu perkara sedang
diadili oleh pengadilan yang lebih tinggi, kemudian diperlakukan ketentuan
baru, yang menystakan perbuatac tersebui sebagal perbuatan yang tidak
dapet diutoam, .

JE. 16 Nop. 1916, N.J. 19I5, 125, W. 9879, 23 Pebr. 1920, N.J.
1920, 325, W. 10543, 19 April 1920, N.J. 1920, 558, W. 10573.

—  jupa Hoge Rand harus mengikuti ketentuan pasal 1 ayat 2 )KCUHP ini, sehingga
iilbp sesuatu perbuataun itu kemudian menjadi perbuatan vang tidak dapat
dihloum, malka harus memutuskan ten principale pembebasan dari tuntutan
D Kiaxy,

H.R 16 Mei 1927, N.J. 1927, 90, W. 11689.

—  ceorang pengussa teritorial tidaklalh  berwenany untul menetapkan, bahwa
suatu perstursn: yang telah dicab:iinya, masih mempunyai kekuatan berlaku
ierhadap pelanggaran-pelanggaray yang telah ierjadi., Ketentuan-peralihan
semacam ini adalah bertentangan Jdengan pasal 1| ayat 2 KUHP jo. pasal 103
KOHP,

HR, 18 Des. 1916, NJ. 1917, 111, W 10041

—  jika sesuaiun peraturan ivwe ielab digaoii deagan suatu peraturan yang baru
sehingga pevaturan yany fwma e telab kehilangan kekuatan-hukumnya untuk
dgiperlakukan, sebelum sesusiuw perkare itu diadili, maka tersangka tidak dapat
dilaatous,

HR, 27 Okt. 1802, W. 7823.

AZAE "WULLA POTENA SWE LEGE” ATAU "GREEN STRAF ZONDER
SCHULDY DAN LARANGAN UNTUE MEMPERGUNAKAN ANALQGI

DF DATANM UMM PIDARNG

—  pasal 1 avat 1 KUHP memnai dus azas yang saogat penting, yaitu azas Poulla
pocna sine lege’ yang beravti, bahwa iinda orang dapat dihukum ianpa keso:
lzbizn dan, bahwa kesalahan {erxsebui hovuslah telab dicantumkan terlebii
dabudu di dalars uadaog-undang sehsgal suatu sikap 2tau perbuatsn yang di-
lnvang darn diancern dengan hukwman olel uadang undang, dsrivada iexjadinys

atan perbustan  yang melsoggar lorengan  uwndaog uedang  tersebut,

Azpz yang k¢ adalall vavgen unjulk mempergunakan penafeivan secava

Panplogia™ 4l dalam lavangen hokum pidsne. Azas pevtana itu adalah sangat

peniing waiuk menjamin adanye Vikepasiian hulwa”’, sehiongga janzan sampai

texrjodi ads crang yang dapat dijatvli hukuman kavena @lah melbkuban ge-
suatn perbuatan, padahal perbuaisn iewsebul bhukaniah mernpalkaon verbusian
vaay dilevang dan diancem dengon hukuwman olehh wadang-wundang,  Justru
angule meniamin kepastian Bulwm tiulak, oaay dilaranyg waielk mempergiuaa-
kan pena ¥i secara anslogis A dalam lapangan halonm pidana. Oleh karena
hudoam pidsna gendizd ddak meneotuban tentang penatsiven yang manakah,
yang depat dipergunalen i dalae undang-undang baleum widana, maka

Hhon il berbagol macam penafsiten i dalsm o pengetaliasn buloum dax

di dalaw jarisprg nggra srobullsh due golongsn yang hertentangan

febam menge hoatan & ¢ holabiaye, ’peoa ara aralozis” itu

lam lapangsn bulonn pids Goiongsn vang snanentang
angan hukum oildana itu
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antara lain terdiri dari Profesor Mr. D. Simons, Profesor Mr. W.F.C. van
Hattum dan Mr. H.B. Vos dan di lain fihak yang dapat menyetujui diperguna-
kannya penafsiran secara analogis di dalam lapangan hukum pidana itu adalah
antara lain Profesor Mr, W,P.J. Pompe dan Mr, J.E. Jonkers. Faham dari
Profesor Mr., D. Simons dan lain-lainnya itu disebut Faham Klasik sedang
faham darl Profesor Mr. W.P.J. Pompe dan lain-lainnya disebut Faham Mo-
dern. Ditinjau dari sejarah peradilan sendiri ternyata para Hakim cenderung
untuk menganuti faham moderen seperti yang dapat dilihat dari arrest Hoge
Raad 21 Juni 1943, 1943 No. 559 di atas. Berikut inl dapat kita lihat pen-
dapat-pendapat yang berbeda-beda dari beberapa sariana hukum mengenai
hal termaksud.

pada pokoknya penafsiran terhadap undang-undang hukum pidana itu adalah
sama dengan penafsiran terhadap tiap-tiap peraturan undang-undang. Pokok-
nya undang-undang itu harus dibuat jelas menurut undang-undang itu sendiri.
Walaupun dengan menyelidiki keinginan dari pembentuk undang-undang itu
dapat membantu untuk memastikan apa yang dimaksudkan oleh sesuatu
ketentuan undang-undang, sejauh perkataan itu terdapat di dalam undang-
undang, akan tetapi adalah terlalu sempit dan tidak benar, jika orang berkata
bahwa undang-undang itu adalah tidak lain daripada kehendaknya yang di-
nyatakan dengan tegas di dalam rumusannya. Sejarah pembentukan undang-
undang dapat merupakan suatu alat pembantu untuk mengetahui keinginan
dari pembentuk undang-undang, akan tetapi tidaklah boleh menjurus ke suatu
maksud untuk memperlakukan sesuatu sebagai undang-undang dari apa yung
tidak disebutkan di dalam undang-undang itu sendiri. Azas dari pasal 1 ayat 1
KUHP melarang orang mempergunakan analogi di dalam lapangan hukum
pidana, yang akan membuat suatu perbuatan yang tidak dapat dihukum
menjadi dapat dihukum.
Simons, Leerboek, hal. 97 — 98.

menurut pendapat saya penafsiran secara analogis di dalam lapangan hukum
pidana adalah terlarang, sejauh ia membuat suatu rumusan-rumusan delik
itu menjadi diperluas. Dalam hal ini saya ingin menunjuk kepada ’extensieve
interpretatie’’ yang sesungguhnya mempunyal pengertian yang sama dengan
?analogische interpretatie”, yang tepat seperti dugaan Scholten dan Roling,
bahwa di antara kedua macam penafsiran itu tj lak terdapat suatu garis pe-
misah yvang tegas. Setidak-tidaknya apabila orang tidak mengartikan “’exten-
sieve 1nterpretatie” ‘itu sebagal penafsiran se :ara luas, melainkan sebagal
penafsiran yang diperluas, dalam arti bahwa penafsiran itu dilakukan ter-
hadap sesuatu hal yang tidak disebutkan o'eh undang-undang, melainkan
dicarikan dasar pada undang-undang tersebut. Letak penafsiran secara analogis
dan secara ekstensif adalah pada usaha meng-alistraheer suatu ketentuan umum
dari sesuatu ketentuan undang-undang khusus, untuk kemudian menerapkan
ketentuan umum tersebut pada sesuatu hal yang tidak diatur di dalam keten-
tuan undang-undang khusus itu sendiri.
Hattum, Hand-en Leerboek, hal. 71,

apabila kita bersama dengan kebanyakar penulis dan keputusan-keputugan
pengadilan melihat tentang adanya lar.ngan terhsdap “arguméntum per
analogiam” di dalam pembentukan u.dang-undang, maka pembentukan
undang-undang ini (pasal 12 Chrimineel W :tboek) menunjukkan penyimpangan
darl pembentukan undang-undang lainnya. Karena penafsiran secara analogis
itu sesungguhnya adalah berguna untuk mengisi keltosongan-kekosongan
vang terdapat di dalam undang-undsng, maka pada umuwnnya penafsiran,



90
10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.

17.

18.
19.

DAFT..R PERPUSTAKAAN

Cremers, M¥r W.A.M, : Wetboek van Btrafrecht S. Gouda Quint - D. Brouwer
en Zoon, Arnhem,

Bemmelen, Prof. Mx J.M. v mm; - Leerboek van het Nederlandse
Strafprocesrecht, Martinus Nijhoff, ’s-Gravenhage, 1950.

Bemmelen, Prof. Mr J.M. van : Op de grenzen van het Straﬁ'echt H.D. Tjeenk
Willink & Zoon, Haarlenr,-1955.

Engelbrecht, Mr E.M.L. : De Wetboeken, wetten en verordeningen benevens
de grondwet van de republiek Indonesie, A.M. Siithoff’s Uitge-
versmaatschappij N.V,, Leiden, 1960.

Hattum, Prof. Mr W.P.C. van : Hand - en Leerboek van het Nederlandse
Strafrecht I, Martinus Nijhoff, ’s Gravenhage, 19563,

Hamel, Prof. Mr G.A. van : Inleiding tot de studie van het Nederlandse Straf-
recht, De Exven F. Bohn - Gebr. Belinfante, Haarlem - ’s-Gravenhage
1927.

Haeringen, Dr. C.B. van : Kramer’s Nederlandse Woordenboek, G.B. van Goor
Zonen'’s Uitgeversmaatschappij N.V,, ’s-Gravenhage, 19560,

Hukum : Majalah Hukum, Majalah Perhimpunan Ahli Hukum Indonesia
1950-1960.

Lamintang, Drs. P.A.F, SH : Kejahatan Penggelapan, Jakarta, 1963,

Lamintang, Drs P.A.F. SH : Masalah kejahatan korupsi, usaha-usaha pencegah-
an dan pemberantasannya dewasa ini, Jakarta, 1964,

Lamintang -Djisman Samosir, Drs, P.A.F. SH, C. SH : Delik-delik khusus, Ke-
jahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang
timbul dari hak milik, Penerbit Tarsito, Bandung, 1979..

Mahkamah Agung Indonesia : Rangkuman yurisprudensi Mahkamah Agung
Indonesia, Jakarta, 1977,

Pompe, Prof. Mr W.P.J.: Handboek van het Nederlandse Gtrafrecht, N.V,
Uitgeversmaatschappij W.E,J. Tieenk Willink, Zwolle, 1959,

Noyon, Prof. Mr T.J. : Het Wetboek van Strafrecht, Arnhem, 1926.
Satauchid Kartanegara, Prof, Mr.R. : Hukum Pidana I, II, III.

Simons, Prof. Mr D, : Leerboek van het Nederlandse Strafrecht, P. Noordhoff
N.V. Groningen-Batavia, 1937,

Smidt, Mr H.J. : Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht, Haarlem, 1891-
1892, 1900-1901,

Vos, Mr H.B. : Leerboek van het Nederlandse Strafrecht; Haarlem, 1950.

Zevenbergen, Mr W, : Leerboek van het Nederlandse Strafrecht, Gron!nién,
1924,

Rk

411

-
7

e S








